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SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 10O.3.3.2/KEP. lozL I HKM / 2025

TENTANG

BUPATI MOROWALI,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Tim Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati Tahun Anggaran 2025;

Mengingat 1. Undarg-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Balggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepuiauan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3966);

2. Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
pemerintal'ran Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:rbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhA dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang
Cipta Keda Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun
2024 ter.tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Morowali Tahun 2024 Nomor 019);

5. Peraturan Bupati Morowali Nomor 58 Tahun 2024 lentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggararr 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Morowali Tahun 2024 Nomor 058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkal

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN BUPATI
PERATURAN DAERAH
ANGGARAN 2025.

TENTANG TIM
DAN PERATURAN

PtrMBtrNTUKAN
BUPATI TAHUN

Membentuk Tim Pembentukan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daera-h
dan rancangan Peraturan Bupati;

b. melakukan kajian, penelitian, pelaksanaan terhadap
penJrusunan kerangka acuan pembuatan Naskah
Akademik dari hasil materi dan bahan pembentukan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

c. melaksanakan koordinasi/ konsultasi dengan unsur
terkait dalam rangka memperoleh masukan bagi
penyempurnaan r.rncangan Peraturan Daerah dan
rurncangan Peraturan Bupati;

d. melakukan penJrusunan dan penomoran materi
ranczrngan Peraturan Daerah dal rancangan Peraturan
Bupati;

e. melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali,
dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah
dan rancangan Peraturan Bupati;

f. melaksanakan pembahasan rErncangan Peraturan Daerah
dengan Perangkat Daerah pemrakarsa/Instansi terkait
lainnya;

g. mengikuti setiap tahapal perencanaan pembentukan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

h. melaporkan hasil pembahasan r€rnczmgzm Peraturan
Daerah dan rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati;

i. menyerahkan rancangarl Peraturan Daerah dan
rErncangan Peraturan Bupati hasil pembahasan Tim
kepada Bupati; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
melibatkan Narasumber dan/ atau Tenaga Ahli.

Tim
dapat

KETIGA



KEEMPAT

KELIMA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diitetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal L Jattt$tti ?Os
q. BUPATT MOROWALI,

YUSMAN MAHBUB

ttd

sesuai dengan aslinya
IAN HUKUM

DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

if
, S.H.,M.H.

r, rvlb
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SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI

I.AMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
1 00.3.3.2/KEP. 0022 / HKM I 2O2s
TENTANG
TIM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2025

Pj. BUPATT MOROWALI,
ttd.

YUSMAN MAHBUB
suai dengan aslinya

IAN HUKUM
DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

, SH., M.H.
r, rv lb

JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM DINAS

1 Pengarah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowa.li.
2 Ketua Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten

Morowali.
Sekretaris Kepala Bagran Hukum Setda Kabupaten

Morowali.
4 Anggota a. Staf Ahli Hukum dan Ham.

b. Sekretaris Inspektorat.
c. Sekertaris Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil
d. Sekretaris Satuan Polisi Pamomg Praja
e. Kabid Pemerintahan, Penataan dan

Perkembangan Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Daerah.

f. 2 (dua) orang Perancang Kanwil Kementerian
Hukum Dan HAM Sulawesi Tengah.

g. Kepala Bagran Hukum Peraturan Perundang-
undangan Kab/Kota Sekretariat Provinsi
Sulawesi Tengah.

h. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I
(satu) Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah.

i. Kabid Perbendaharaan Dinas Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah.

j. Kabid Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah.

k. JF. Perancang Peraturan Perundang-
undangan

l. JF. Analis Hukum.
m. JF. Analis Kebijakan.
n. Pelalsana. Analis Peraturan Pemndang-

undangan dan r€rncangzrn Peraturan
perundang-undangan.

o. Staf administrasi sarana dan prasarana.
p. 2 (dua) orang staf pengoreksi bagian hukum.
q. 2 (dua) orang staf peranc.rng peraturan

perundang-undangan Bagian hukum.

NrP. 19820602 200604 1005
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